
 

 

 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR 43 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah; 

 

Mengingat  : 1. Undang-UndangNomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002    

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4259); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020    

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
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Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12     

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten 

Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 4889); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020          

Nomor 1781); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun1945. 

2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas 

Daerah, Badan, dan Lembaga Teknis Daerah selaku 

pengguna anggaran/pengguna barang pada pemerintah 

daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan 

membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah. 

9. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi 

dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta 

penginterpretasian atas hasilnya. 

10. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah 

prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan 

pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan 

rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan 

pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu 

masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan. 
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11. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 

disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah; 

12. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik 

spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan; 

13. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian 

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai 

dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan 

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan 

pemerintah. 

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan 

fungsi Bendahara Umum Daerah. 

15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan 

pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah. 

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai bendahara umum Daerah. 

17. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan 

keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan 

keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu 

entitas pelaporan tunggal. 

18. Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan yang 

diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.  

 

BAB II  

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal 2 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas 

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-

aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 

Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan. 
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Pasal 3 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dibangun atas 

dasar kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka 

Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Pasal 4 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur 

penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam 

rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan 

baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar 

entitas akuntansi. 

Pasal 5 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-

dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk 

Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan 

akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 6 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-

dasar penyajian neraca untuk Pemerintah Daerah dalam 

rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-

dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan 

informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas 

Pemerintah Daerah dengan mengklasifikasikan arus kas 

berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, 

pembiayaan dan non anggaran selama satu periode 

akuntansi. 

Pasal 8 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-

dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada 

Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang 

mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan 

fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang 

material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-

daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap 

perlu untuk dijelaskan. 
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Pasal 9 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar 

pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam 

akuntansi, piutang, persediaan, investasi, kewajiban, asset 

tetap, konstruksi dalam pengerjaan, asset tak berwujud, 

ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta 

penyajiannya dalam laporan keuangan. 

Pasal 10 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur 

perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan 

kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. 

Pasal 11 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur 

penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas 

akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka 

menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk 

tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan 

laporan keuangan. 

Pasal 12 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, 

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Bupati KepulauanSelayar Nomor 24       

Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 111); 
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b. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 64      

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Kepulauan Selayar Nomor 24 Tahun 2015 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2017 Nomor 271); dan 

c. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 101    

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 Tahun 2015 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 549); 

 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 

   Ditetapkan di Benteng  

   pada tanggal 24 November 2022                     

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 

 

MUH. BASLI ALI 

 

Diundangkan di Benteng  

pada tanggal 24 November 2022                        

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, 

 

 

M E S D I Y O N O 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022 NOMOR 

740 


